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DEPARTEMEN KEUANGAN. Dana Bagi Hasil.
Sumber Daya Alam.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 228/PMK.07/2009
TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM

Menimbang

KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 195/PMK.07/2008 tentang Perkiraan Alokasi
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan
Tahun Anggaran 2009, telah ditetapkan perkiraan
aokasi Dana Bagi Hasl Sumber Daya Alam
Kehutanan Tahun Anggaran 2009;

bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan, penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber
Daya Alam dilaksanakan berdasarkan redlisasi
penerimaan Sumber Daya Alam tahun anggaran
berjaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Alokass Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Kehutanan Tahun Anggaran 2009;
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Mengingat

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pgak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3687);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesa Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran
Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
82/PMK.05/2007 tentang Tatacara Pencairan Dana
Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Melalui Kas Umum Negarg;

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor
195/PMK.07/2008 tentang Perkiraan Alokasi Dana
Bagi Hasl Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun
Anggaran 2009;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.07/2009
tentang Pdaksanaan dan  Pertanggungjawaban
Anggaran Transfer ke Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.379/Menhut-
11/2008 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Dasar
Penghitungan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Sektor Kehutanan Tahun 2009;
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M enetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG

ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA
ALAM KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

(1) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Kehutanan Tahun Anggaran 2009 berasal dari
penerimaan :

a. luran ljin Usaha Pemanfaatan Hutan (11UPH);
b. Provis Sumber Daya Hutan (PSDH); dan
c. DanaReboisas (DR).

(2) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
K ehutanan sebagamana dimaksud pada ayat (1) huruf
adibagi dengan rincian sebagai berikut:

a. 16% (enam belas persen) untuk proving;

b. 64% (enam puluh empat persen) untuk
kabupaten/kota penghasil.

(3) Alokasi Dana Bagi Hasl Sumber Daya Alam
K ehutanan sebaga mana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dibagi dengan rincian sebagai berikut:

a. 16% (enam belas persen) untuk proving;

b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota
penghasil; dan

c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota
lain dalam provins yang bersangkutan.

(4) Alokas DanaBag Hasl Sumber Daya Alam Kehutanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dibagi 40%
(empat puluh persen) untuk kabupater/kota penghasil.
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Pasal 2

(1) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Kehutanan untuk masing-masing Daerah Tahun
Anggaran 2009 didasarkan atas redlisasi penerimaan
Dana Bagi Hasll Sumber Daya Alam Kehutanan
Tahun Anggaran 2009 dan redlisasi penyaluran
Sumber Daya Alam Kehutanan Tahun Anggaran
2009.

(2) Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Kehutanan untuk masing-masing Daerah Tahun
Anggaran 2009 didasarkan atas perhitungan realisasi
yang dilakukan secara triwulanan melalui rekonsilias
antara Pemerintah Pusat dan daerah penghasil.

(3) Penetgpan Alokas Dana Bagi Hasl Sumber Daya
Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2009 untuk daerah
provinsi, kabupaten, dan kota adalah sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah
sebesar Rpl1.307.096.277.783,00 (satu triliun tiga ratus
tujuh miliar sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh
puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah)
dengan rincian sebagai berikut:

a. [ITUPH sebesar Rp23.258.770.558,00 (dua puluh tiga

miliar dua ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus
tujuh puluh ribu limaratus lima puluh delapan rupiah);

b. PSDH sebesar Rp559.469.010.164,00 (lima ratus lima
puluh sembilan miliar empat ratus enam puluh sembilan
juta sepuluh ribu seratus enam puluh empat rupiah);

c. DR sebesar Rp457.585.421.861,00 (empat ratus lima
puluh tujuh miliar lima ratus delapan puluh lima juta
empat ratus dua puluh satu ribu delgpan ratus enam
puluh satu rupiah);

d. Dana Cadangan IITUPH Tahun Anggaran 2009 sebesar
Rp48.134.648.000,00 (empat puluh delgpan miliar



